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Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada K ejahatan PPN berupa
pengkreditan Faktur Pgjak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga
pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak
dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara
otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanks atas pelanggaran yang
dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak.

Pokok permasalahan dalam tesisini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak)
tentang : pertama lmplementasi UU PPN melalui Faktur Pgjak, kedua imptementasi pengawasan
administratif Faktur Pgjak, dan ketigaimplementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan
kejahatan PPN. Sedangkan kerangkateori yang penulis g ukan adalah teori tentang pembuatan suatu
kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added)
yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang
merupakan implementasi kebijakan UU PPN.

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden
Wagjib Pgjak yang diteliti adalah yang pernah di periksadi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pagjak Bogor,
dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pgjak yang bekerjadi Seksi PPN Kantor Pelayanan Pgjak
Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif
masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan
represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para
pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus
dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi
administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN.

Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif
disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti
keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pgjak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar
dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pgjak Bermasalah yang
ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan
agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah,
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berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasal ah.

Penyidikan sebagal bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena
itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan
sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal
yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan
penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN.



